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ABSTRACT

EXTERNAL RELATIONS CHILD PROTECTION COMMISION OF INDONESIA IN BRAID RELATION WITH THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY REPUBLIC OF INDONESIA
(Qualitative Descriptive Study Agreed Child Protection Measures Against Drug Dangers)

This study attempts to know external relations Child Protection Commission of Indonesia in braid relation with The National Narcotics Agency Republic of Indonesia related agreed child protection measures against drug dangers. This research questioned how external relations Child Protection Commission of Indonesia in braid relation with The National Narcotics Agency Republic of Indonesia related agreed child protection measures against drug dangers?. Qualitative methods are used on this research with post-positivist paradigm. Subject of this research is Public Relations, Head of the Secretariat, Commissioner of Indonesian child protection Commission, and also Head of Section The National Narcotics Agency Republic of Indonesia. Whereas the object of this research is an agreed child protection measures against drug dangers. Data collection obtained through observation and in-depth interviews. Data is collected abtained through study literature, books pertaining to problem research and documentation. The result of the study showed that external relations Child Protection Commission of Indonesia do in establish relationsh with The National Narcotics Agency Republic of Indonesia done correctly in accordance with relationship management theory. Theoretical advice to this maximize relationship management so that institutions in collaboration with child protection Commission of Indonesia can sense the same advantages. Practical advice in order to enhance the role of public relations in the braid relations and external relations activities, and also increase the amount of public relations.
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ABSTRAK

EKSTERNAL RELATIONS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENJALIN RELASI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(Studi Deskriptif Kualitatif Menyepakati Langkah Perlindungan Anak Terhadap Bahaya Narkoba)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksternal Relations Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menjalin relasi dengan Badan Narkotika Nasional terkait menyepakati langkah perlindungan anak terhadap bahaya narkoba. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana eksternal relations Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menjalin relasi dengan Badan Narkotika Nasional terkait menyepakati langkah perlindungan anak terhadap bahaya narkoba?. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Paradigma yang digunakan adalah post-positivisme. Subjek penelitian ini adalah Humas, Kepala Sekretariat, Komisioner bidang Kesehatan dan Napza di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional. Sedangkan objek penelitian ini adalah menyepakati langkah perlindungan anak terhadap bahaya narkoba. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan observasi mendalam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dokumetasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksternal relations yang Komisi Perlindungan Anak Indonesia lakukan dalam menjalin relasi dengan Badan Narkotika Nasional berjalan dengan baik sesuai penerapan Teori Relationship Management. Saran teoritis adalah maksimalkan manajemen relasi agar lembaga yang bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat merasakan keuntungan yang sama. Saran praktis agar meningkatkan peran humas dalam menjalin relasi maupun dalam kegiatan eksternal relations, dan meningkatkan jumlah humas.

Kata kunci: Eksternal Relations, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Relasi, Badan Narkotika Nasional, Perlindungan Anak Terhadap Bahaya Narkoba.

LATAR  BELAKANG

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinanan yang akan membahayakan anak dan di masa depan. Dewasa ini masalah anak semakin komplek, salah satu kasus yang isunya terus berkembang hingga saat ini adalah kasus penyalahgunaan narkoba pada anak. Sementara Negara, pemerintah, masyrakat, keluarga, dan orang tua belum sepenuhnya menjadi pemangku kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang efektif sebagaimana yang dimandat oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Menurut data yang didapatkan melalui Badan Narkotika Nasional yaitu hasil penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa di Indonesia oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba pada Tahun 2006 sampai 2016 kian menurun.
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Gambar 1.1
PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2006-2016 PADA KELOMPOK PELAJAR DAN MAHASISWA MENURUT WAKTU
Sumber: Ringkasan Eksekutif, Hasil Survey Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Provinsi Tahun 2016, Badan Narkotika Nasional Bekerjasama Dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia

Gambar 1.1 adalah hasil survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba diukur dengan merujuk pada 2 periode waktu, yaitu pernah pakai narkoba seumur hidupnya walaupun hanya satu kali (ever used), dan setahun terkahir pakai (current users) yaitu mereka yang pernah pakai narkoba dalam satu tahun terakhir dari saat survei. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung semakin menurun dalam 10 tahun terakhir, baik untuk pernah pakai maupun pakai setahun pakai.
Sebagai wujud nyata Negara sebagai pelindungan martabat anak, melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kepres Nomor 77 Tahun 2003, maka di bentuklah Komisi Perlindungan Anak Indoneisa atau disebut KPAI. KPAI didirikan untuk melinudngi anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan. KPAI secara normatif mempunyai kewanangan untuk berperan segai perlindungan dalam mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak, namun dalam hal ini KPAI hanya bisa melakukan pengawasan perlindungan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Berdasarkan UU tersebut maka sudah jelas terlihat bahwa salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu menerima pengaduan masyarakat, diantara jenis pengaduan yang sering diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari masyarakat adalah kasus anak berhadapan dengan narkoba.	
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Gambar 1.2
RINCIAN TABEL DATA PENGADUAN BERDASARKAN KLASTER KESEHATAN DAN NAPZA TAHUN 2011-2017
Sumber: Data KPAI pertanggal 12 September 2017 Pukul 18.00 WIB

Berdasarkan gambar 1.2 anak berhadapan dengan narkotika masuk dalam klaster kesehatan dan napza. Pengaduan kasus anak pengguna napza yang datang langsung ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia maupun mengadu melalui media komunikasi dari Tahun 2011 hingga Tahun 2017 mengalami penurunan dan peningkatan. Jika dibandingkan pengaduan Tahun 2011 dan Tahun 2016 dengan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada gambar 1.1 tentu tidak sebanding. Maka dalam hal ini peneliti menarik garis beras bahwa penyalahgunaan narkoba pada anak terus terjadi.
Untuk itu KPAI melakukan eksternal relations, karena eksternal relations adalah hubungan kerjasama dengan pihak luar agar tujuan kelembagaan dapat tercapai secara optimal. Dalam hal kasus penyalahgunaan narkoba pada anak maka KPAI menetapkan menjalin relasi atau bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, atau disebut BNN. Karena BNN adalah lembaga yang mempunyai fungsi mencegah dan memberatas penyalhgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Dalam bentuk keseriusannya KPAI membuat nota kesepahaman dalam bentuk MOU (Memmorandum  of Understanding) yang salah satunya isinya dalah menyepakati langkah perlindungan anak terhadap bahaya narkoba. MOU ini ditandatangani pada 27 April 2015 dengan batas waktu 3 Tahun. Dalam hal ini yang membuat peneliti tertarik meneliti di KPAI yaitu karena KPAI merupakan lembaga Independen satu-satunya yang mengawasai perlindungan anak, dan peneliti terarik untuk meneliti masalah narkoba karena narkoba adalah salah satu itu yang terus bekembang hingga saat ini. Begitupun juga dengan BNN, peneliti tertarik untuk meneliti BNN dalam relasi dengan KPAI karena BNN merupakan lembaga Negara satu-satunya yang terbesar yang menangani kasus narkoba.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jalan Teuku Umar No. 10-12, RT.1/RW.1, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10350, pada bulan April 2017 sampai bulan Desember 2017. Dan Kantor Badan Narkotika Nasional di Jalan. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, pada bulan November 2017 sampai Desember 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dapat diartikan bahwa deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa. Pada dasarnya, deskripsi kualitatif melibatkan proses koseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. (Silalahi, 2009:27)
Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam data primer yaitu mencakup wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi. Sedangkan data sekunder yaitu mencakup website resmi KPAI, BNN, dan buku-buku panduan. Teknik sampling yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data dari sumber tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. (Sugiyono 2013:274).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga independen adalah lembaga Negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan dan memeberikan dampak ditengah-tengah masyarakat. Eksternal relations diperlukan bagi lembaga pemerintah untuk menunjang tugas dan fungsi suatu lembaga khususnya perlindungan anak. Salah satu upaya dalam eksternal relations adalah menentukan persetujuan seperti membuat MOU dengan lembaga yang mempunyai kesamaan tujuan atau kesamaan level, dan saling mejalankan posisi masing-maisng dalam kerjasama yang sudah disepakati.
Dalam menjalin relasi tentu ada manajemen relasi yang dilakukan oleh Humas agar relasi yang dijalan dapat terjalin dengan harmonis dan saling menguntungkan. Sama seperti Teori Relationship Management yang memaparkan bahwa manajemen relasi dalam suatu lembaga/organisasi harus menentukan persetujuan dan menidentifikasi sejauh mana lembaga dengan publiknya dapat menjalankan posisi satu sama lain pada suatu isu. Dalam hal ini Humas melakukan manajemen relasi dimana Humas menjadi jembatan komunikasi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia degan Badan Narkotika Nasional dalam menyepakati langkah perlindungan anak terhadap bahaya narkoba, menjadi fasilitator komunikasi bagi komisioner bidang Kesehatan dan Napza, dan memfasilitasi kegiatan eksternal relations.
Upaya menjaga relasi saling menguntungkan diperlukan menajemen relasi untuk membangun relasi, dan program dievaluasi berdasarkan dampaknya pada relasi antara organisasi dan publik. Dalam hal ini ada 3 metode pada Teori Relationship Management namun peneliti fokus pada metode kedua yang berasal dari Broom & Dozier pada Tahun 1990, metode ini fokus pada tingkatan yang persetujuan atau akurasi antara organisasi dan publiknya. Antara lain menentukan : (1) menentukan level persetujuan antara organisasi dan publik pada suatu isu; (2) mengidentifikasi tingkatan sejauh mana organisasi dan publik dapat secara akurat memprediksikan posisi satu sama lain pada suatu isu. (Kriyantono 2014:278-279).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan bahwa lembaganya telah menerapkan manajemen relasi yang sama dengan Teori Relationship Management. Dengan mengapilikasikan manajemen relasi yang sama dengan Teori Relationship Management tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mampu menentukan dengan siapa lembaganya melakukan eksternal relations, karena menjalin relasi sifatnya adalah saling menguntungkan satu sama lain.
1. Menentukan level persetujuan antara organisasi dan publik pada suatu isu
Komisi Perlindungan Anak Indonesia menentukan level persetujuan lembaganya dengan Badan Narkotika Nasional terkait dengan perlindungan anak terhadap bahaya narkoba, dalam menentukan persetujuan tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia memandang bahwa menjalin relasi dengan Badan Narkotika Nasional adalah suatu keuntungan dan suatu kesamaan tujuan dalam memerangi kasus narkoba khususnya terhadap anak. Persetujuan tersebut dibentuk dalam nota kesepahaman MOU yang ditandatangani pada 27 April 2015 dengan batas waktu 3 Tahun jika MOU tersebut telah habis batas waktunya makanya kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak untuk memperpanjang atau tidak. 
2. Mengidentifikasi tingkatan sejauh mana organisasi dan publik dapat secara akurat memprediksikan posisi satu sama lain pada suatu isu.
Dalam menjalin relasi yang sudah ditentukan persetujuannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional saling melakukan tugasnya masing-masing secara akurat, menjalin hubungan baik, keterbukaan dalam informasi, penyampaian data dan informasi yang akurat, dan melakukan kegiatan bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati terkait perlindungan anak terhadap bahaya narkoba, dan saling mengevaluasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sosialisasi, FGD, forum diskusi, begitupun juga komisioner menjadi narasumber di berbagai kegiatan yang BNN lakukan seputar perlindungan anak.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik simpulan beberapa hal sebagai berikut:
1. Eksternal relations di Komisi Perlindungan Anak Indonesia dilakukan oleh beberapa pemangku yaitu Kepala Sekretariat, Komioner, dan Humas.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan eksternal relations dengan Badan Narkotika Nasional terkait menyepakati langkah perlindungan anak terhadap bahaya narkoba.
3. Menjalin relasi dengan Badan Narkotika Nasional dilakukan oleh komisioner dan Humas, namun dalam hal ini Humas lah yang memfasilitasi semua kegiatan tersebut dari hubungan keluar hinggal menjalin relasi, Humas juga menjembatani komunikasi antara Komisioner dengan pihak Badan Narkotika Nasional, dan menyiapkan keperluan audiensi, FGD, forum diskusi dan pelaksanaan tugas yang menyangkut kesepatan langkah perlindungan anak terhadap bahaya narkoba.
4. Eksternal relations yang dijalin dengan Badan Narkotika Nasional dibentuk dalam bentuk MOU.
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Badan Narkotika Nasional menjalankan tugasnya masing-masing dalam kesepakatan yang sudah dibentuk.
6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia merasa diuntungkan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, namun berbeda dengan BadanNarkotika Nasional yang mengharapkan adanya kegiatan yang lebih banyak lagi dalam hal pencegahan agar anak tidak terjebak dalam bahaya narkoba.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti akan memberikan beberapa saran, baik saran teoritis maupun praktis, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :
A) Saran Teoritis
Saran teoritis yang ingin peneliti sampaikan khususunya kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu :
1. Maksimalkan manajemen relasi agar lembaga yang bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat merasakan keuntungan yang sama.
2. Langkah-langkah manajemen relasi seperti menentukan level persetujuan antara organisasi dan publik pada suatu isu, mengidentifikasikan tingkatan sejauh mana organisasi dan publik pada secara akurat memprediksikan posisi satu sama lain pada suatu isu. Hal ini sebaiknya diterapkan oleh Humas 
B) Saran Praktis
Saran praktis yang ingin peneliti sampaikan khususunya kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu :
1. Meningkatkan peran Humas dalam menjalin relasi maupun dalam kegiatan eksternal relations karena peran humas dibatasi sebatas memfasilitasi dan menjadi jembatan komunikasi bagi komisioner saja.
2. Meningkatkan jumlah humas, mengingat komisoner ada 9 sedangkan Humas hanya ada 3 tentu akan membuat kesulitan bagi Humas apabila mengadakan kegiatan atau menangani kasus secara bersamaan.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebaiknya menyelenggarakan media briefing agar informasi dipublikasi dan diketahui oleh masyarakat luas.
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